LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1981. _ ‘
NOMOR ; 7. _ SERIE “D" No. 7.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 10 TAHUN 1980
TENTANG

'KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINS! DCAERAH
ISTEMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAM ISTIMEWA ACEH

Menimbang :

1. Bahwa dengan berlukunya Peraturan Menteri Dalam Ne-
geri Nomor 3\Tahun 1980.tenfang Pedoman mengenai Ke-
‘dudukcm Kevangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perly meninjau kem-
bali Feraturan Doerah Propinsi Daerch Istimewa Aceh No-
mor 11 Tahun 1976, dan menetapkan Kedudukan Kevangan
Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

_Daerah Propinsi Daerch Istimewa Aceh.

2. Bohwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam

" sugtu Peraturan Daergh. _

Mengingat :
1. Undang- undcmg Nomeor- 24 Tohun. ]956
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; :
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ncmor 14 Tahun 1974 vo
o , Nomor 11 Tahun 1975;
o .._“'4, Peraturein Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tuhun 1980.
wwiDengen Persetujuan \Dewun Perwuk:lan Rakyut Dcerqh P‘ropmn
' a'h Ishmewq Aceh,

— 20 — £

B,

£



»{Sﬁr

oo

h, f)il‘n_.rar‘-kpfﬁ 3 adalah -bertempat tmgg»u] dan nyotq

MEMUTUSKAN:

Pertama @ Mencohut Perafuran Dagreh Pruprmsn ‘Daerah. lstimewa
- Aceh Nomor 11 Tahwri~1976 (Lembaran Daerah Propinsi Dae-
" rab Istimewa Aceh ‘Nomor 14 1angg-u| i Agusfus 1977)

Kedua :

s

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KE-
TUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB —L
KETENTUAN UMUM
Pascl 1.

Dalam Peraturan Daerch ini yoang dimaksud dengan :
a Daerah = : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

b, Pemeriniah Daerah : adalah ‘Pemerintah Propinsi Daerah Isti:

mewdq, Aceh ;
adalah’ Dewen Perwakilan Rokyat Daerah
Propinsi Daerah Isiimewa Aceh ;
d. Gubernur Kepala 4 adalah Gubernur Kepala Dasrah Istimewa
Daerah. _ Aceh ;
e. Uang paket = ' - udalah vang yang dllbuyarkcm kepada
.8 7 Anggota DPRD untuk setiap hari mengha-
diri rapat-rapat DPRD yang sah, dalam
mana felah termasuk vong sidang, vang
pengangkutan lokal dalom ko’ra dan vang
makan ;
f. Uang kehormatan ¢ adaloh tunjangan bulanan tetap berupa
' vang yang diberikan kepada Pimpinan
DPRD berhubung dengan jabatannya se-
bogai Keiva dan Wakil Ketua ; _
g. Uang representas] : adalch iunjangan bulanan tetap berupa
vang yang diberikan kepada Ketua dan
Woalil Ketua DPRD berhubung denga
. dudukannya ; .

¢ DPRD

Car

berdomlsult diluar kota dan dilear w

Kecamatan yang 'beribufusqn denga I!bu~_ | S

kota Propinsi Daerah Is‘rlmewa Aceh
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Pasal 2.

(1). Tanggal mula memangku jabatan Ketuo, Walkil Ketvar dan
Anggota DPRD ialah fanggal mereka  mengangkat sumpah
atau mengucapgkan janji poda pelantikannya sebagai Ketua,
Wakil Ketva dan Anggota DPRD.

(2). Saat berhenti memangku jabatan Ketva, Wakil Ketua dan Ang-
gota DPRD ialah tanggal mereka menyctakan berhenti, diber-

. hentikan atau meninggal dunia.

BAB—IL
UANG PAKET
Pasal 3.
(1). Uang paket ditetapkan bagi Anggeta DPRD sebanyak-banyak-
nyo Rp. 7.500,— (tujuh riby limasratus rupiah).

(2). Bagi Anggota DPRD yang berigmpat tingga! diluar kota riyafa-

7 nyota bermalam dihotellosmienfrumah penginapan dopat dis

bayarkan vang pengincpan ssbanyak-banyaknya Re. 12.500;-

. (duabelas ribu lima ratus rupich) untuk 1 (satu) molam, de-
ngan menunjukkan buk#ibukti pemboycran yang sah.

). :Ua'ng paket diidyarkon kepada Anggota DPRD yong meng-
. hadiri repot-rapet DPRD yang soh dengan ketentuan: .
@, Untuk xapat satv_hari satu malem hanye di*bayu-nkan saty
kali_ wang poket; . .
"~ by Selein dari vang poket tidak dibayarkan lagi vang sidang, .
uang pengangkutan lokal dan vang malkan, ’

U pasel 4.

Kepqq'a- Ketua ‘.d;:m,\'\.ﬁ_otk_il 'JKE?UQ DPRD tidok dibertkan uang
paket untuk rapatrapat. yang dipimpin. afau dihodirinya. - - :

 Pasal 5

qu;c'.l_t_-rq‘puf yang Psqh_dqri_KbEﬁﬁéE; Panitia dan lain-lain sebagainya
. yang.dibentuk oleh DPRD dipandang sebdgai rapat-rapat DPRD dan
terhadapnya berlaku ketenjuan-ketentuan dimaksud Pasal 3 ayat

o .'('1.")"‘=d*dh:-;'ﬂ(2_‘) _Pergturan. Daerah in,

22—




Q@

‘BAB — lIL
' UANG KEHORMATAN

Pasal 6.

. (1).. .Uang kehormatan dlifefdpkun- bagt :

a. Ketua DPRD sebanyak - :

Rp. 110.000,- {seratus sepuluh ribu rupiah).
b. Wakil Ketua DPRD sebanyak
: ' Rp. 100.000,- (serafus ribu rupich).

(2). Diatas jumich yang ditetapkan pada ayat (1) Pasal ini kepada

Ketua dan Wakil Ketva DPRD diberikan tunjongon keluargo
dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan
berlaku bogi Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerch,

BAB — IV.
UANG REPPRESENTAS)
Pusal,” 7

Disamping penghasilantpengasilan dimaksud dalam Pasal 6
Peraturan Daerah ini tigpdidp bulan diberikan representast bagt :
a. Ketua DPRD sebanyak _

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupich).
b. Waokil Ketua .DFRD sebanyak
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pusdl 8

Pegawai Negeri Sipil Pusai/Daerah atou anggota Angkatan
Bersenjafa Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan
Wakil Ketua DPRD tidak dibenarkan menerima peng.hosqlun rang-
kap (dabel). )

Pasal 9.

Apcbila vang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua’ D'PRD
kurang dari gaji, pada waktu yang bersangkutan aktif. sebagm_:-
Pegawai Negeri Sipil/Doerah atau anggota Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia,  maka ia menerima Tambthn berupu sehslh
keduq penghasilan Hu,

- D3




